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BAB IV 

PENUTUP  

 

A. Kesimpulan  

1. Problematika penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian 

kendaraan bermotor di wilayah hukum Polrestabes Surabaya dipengaruhi 

oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, penyalah gunaan 

narkotika/alkohol, psikologi, jaringan penadah, kelalaian korban, 

lingkungan sosial, perkembangan tekhnologi kejahatan, penegakan 

hukum. Sehingga dalam proses penanganan tindak pidana pencurian 

kendaraan bermotor perlu beberapa aspek atau faktor hukum didalam 

penanganannya, diantaranya faktor hukum atau peraturan perundang-

undangan, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang 

mendukung, faktor masyarakat, faktor kebudayaan, karena kesemuanya ini 

menjadi satu kesatuan yang terkait terjadinya pencurian kendaraan 

bermotor serta keberhasilan dalam penanganannya. 

2. Polrestabes Surabaya di dalam penerapan penanganan tindak pidana 

pencurian kendaraan bermotor sejak awal Januari 2026 perpedoman pada 

pemberlakuan KUHP baru. Didalam penanggulangan tindak pidana 

pencurian kendaraan bermotor, Polrestabes Surabaya mengetrabkan 

langkah preventif yaitu patroli rutin dan peningkatan kehadiran anggota 

polisi, pemetaan daerah rawan curanmor, pemasangan dan pemanfaatan 

CCTV, penyuluhan dan edukasi masyarakat, penguatan sistem intelejen 
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dan informan sipil. Berikut juga langkah represif yaitu penangkapan 

pelaku curanmor, penindakan terhadap penadah, pengembangan jaringan 

sindikat, penggunaan teknologi digital, operasi kepolisian skala besar. 

Secara garis besar umum penanggulangan pencurian kendaraan bermotor 

tidak bisa hanya bertumpu pada kinerja kepolisian.  

 

B. Saran  

1. Perlu adanya kerjasama antara pihak Pemerintah Kota Besar Surabaya 

dengan Polrestabes Surabaya dalam hal peningkatan pengamanan atas 

tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kota Surabaya. 

Misal; Pihak Pemerintah Kota Surabaya membentuk struktur organisasi 

dari tingkat Kecamatan, Desa, sampai ke RT, RW, dalam hal pengamanan 

lingkungan dengan terintegrasi komunikasi dan koordinasi dengan Polres 

Tabes Surabaya. Dengan demikian pencegahan pencurian kendaraan 

bermotor dapat ditanggulangi dan diminimalisir serta apabila ada tindakan 

pencurian dapat di tindak dengan cepat.  

2. Perlu kesadaran mandiri oleh masyarakat terhadap kelayakan keamanan 

masing-masing tentang kepemilikan kendaraan bermotor. Dengan 

berinisiatif melindungi sepeda motor yang dimiliki dari tindak kejahatan 

pencurian, misal menggunakan kunci ganda, alaram dan Global 

Positioning System (GPS) untuk mempermudah pelacakan jika terjadi 

pencurian. Perlu kesadaran mandiri tempat parkir yang aman dan mudah di 
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pantau serta dalam jangkauan kamera pengawas (CCTV) serta 

menghindari tempat parkir yang sepi.  
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